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2.1.

BAB 2
USAHA JASA KONSTRUKSI

Kondisi Jasa Konstruksi Nasional
Pada akhir dekade yang lalu usaha jasa konstruksi telah mengalami peningkatan
kuantitatf di berbagai tingkatan. Namun peningkatan kuantitatif tersebut belum
diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya yang tercermin pada
kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi
pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan
jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.
Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya pangsa pasar
pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai
oleh usaha jasa konstruksi nasional.
Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab antara lain : belum diarahkannnya
persyaratan usaha, serta keahlian dan keterampilan untuk mewujudkan keandalan
usaha vyang profesional; masih rendahnya kesadaran hukum dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi termasuk kepatuhan para pihak dalam
pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait
dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang dapat
menghasilkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana
direncanakan; serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti
penting jasa konstruksi yang mampu mewujudkan ketertiban dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.
Kondisi jasa konstruksi sebagaimana diuraikan di atas disebabkan oleh dua faktor,
yaitu :
a. Faktor internal, yakni :

1) Masih adanya kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi, dan

permodalan, serta keterbatasan tenaga ahli dan tenaga terampil;
2) Belum tertatanya secara utuh dan kokoh struktur usaha jasa konstruksi yang
tercermin dalam kenyataan belum terwujudnya kemitraan yang sinergis antar

penyedia jasa dalam berbagai klasifikasi dan/atau kualifikasi.

b. Faktor eksternal, yakni :
1) Masih adanya kekurangsetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan

penyedia jasa;
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2) Belum mantapnya dukungan berbagai sektor secara langsung maupun tidak
langsung yang mempengaruhi kinerja dan keandalan jasa konstruksi
nasional, antara lain akses kepada permodalan, pengembangan profesi
keahlian dan profesi keterampilan, ketersediaan bahan dan komponen
bangunan yang standar;

3) Belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi secara nasional, masih bersifat

parsial dan sektoral.

Mengingat jasa konstruksi nasional tersebut merupakan salah satu potensi
Pembangunan Nasional dalam mendukung perluasan lapangan usaha dan
kesempatan kerja serta penerimaan negara, maka potensi jasa konstruksi tersebut
perlu ditumbuhkembangkan agar lebih mampu berperan dalam Pembangunan

Nasional.

lklim Usaha Yang Kondusif Dalam Peningkatan Kemampuan Usaha Jasa
Konstruksi

Dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional diperlukan
iklim usaha yang kondusif, yakni :

a. Terbentuknya kepranataan usaha, meliputi :

1) Persyaratan usaha yang mengatur klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa
konstruksi;

2) Standar klasifikasi dan kualifikasi perusahaan keahlian dan keterampilan
yang mengatur bidang dan tingkat kemampuan orang perseorangan yang
bekerja pada perusahaan jasa konstruksi ataupun yang melakukan usaha
orang perseorangan;

3) Tanggung jawab profesional yakni penegasan atas tanggung jawab terhadap
hasil pekerjaannya;

4) Terwujudnya perlindungan bagi pekerja konstruksi yang meliputi : kesehatan
dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial;

5) Terselenggaranya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang dilandasi
oleh persaingan yang sehat;

6) Pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan
kedudukan antarpihak dalam hak dan kewajiban dalam suasana hubungan
kerja yang bersifat terbuka, timbal balik, dan sinergis yang memungkinkan
para pihak untuk mendudukkan diri pada fungsi masing-masing secara

konsisten
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b. Dukungan pengembangan usaha, meliputi :
1) Tersedianya permodalan termasuk pertanggungan yang sesuai dengan
karakteristik usaha jasa konstruksi;
2) Terpenuhinya ketentuan tentang jaminan mutu;
3) Berfungsinya asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dalam memenuhi
kepentingan anggotanya termasuk memperjuangkan ketentuan imbal jasa

yang adil;

c. Berkembangnya partisipasi masyarakat, yakni : timbulnya kesadaran
masyarakat akan mendorong terwujudnya tertib jasa komstruksi serta mampu

umtuk mengaktualisasikan hak dan kewajibannya;

d. Terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan
oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi bagi para pihak dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar mampu memenuhi berbagai

ketentuan yang dipersyaratkan ataupun kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan;

e. Perlunya Masyarakat Jasa Konstruksi dengan unsur asosiasi perusahaan dan

asosiasi profesi membentuk lembaga untuk pengembangan jasa konstruksi.

2.3 Cakupan Pekerjaan Konstruksi

Sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 18/1999 pekerjaan konstruksi yang merupakan

keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau

pelaksanaan beserta pengawasan mencakup :

a. Pekerjaan arsitektural yang mencakup antara lain : pengolahan bentuk dan
masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap
pekerjaan konstruksi;

b. Pekerjaan sipil yang mencakup antara lain : pembangunan pelabuhan, bandar
udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi’/kanal, bendungan,
terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan
pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan;

c. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal yang merupakan pekerjaan pemasangan

produk-produk rekayasa industri;
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d. Pekerjaan mekanikal yang mencakup pekerjaan antara lain : pemasangan
turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi
bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas;

e. Pekerjaan elektrikal yang mencakup antara lain : pembangunan jaringan
transmisi dan distribusi kelistrikan, pemasangan instalasi kelistrikan,
telekomunikasi beserta kelengkapannya;

f. Pekerjaan tata lingkungan yang mencakup antara lain : pekerjaan pengolahan

dan penataan akhir bangunan maupun lingkungannya;

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No0.18/1999 bentuk usaha jasa konstruksi

dapat berupa badan usaha atau orang perseorangan.

Bentuk usaha orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun asing hanya

khusus untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi berskala terbatas/kecil seperti :

a. Pelaksanaan konstruksi yang bercirikan : risiko kecil, teknologi sederhana, dan
biaya kecil.

b. Perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang sesuai dengan
bidang keahliannya.

Pembatasan jenis pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan

terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.

Pada dasarnya penyelenggaraan jasa konstruksi berskala kecil melibatkan usaha

orang perseorangan atau usaha kecil.

Sementara itu untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang

berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar harus dilakukan oleh badan usaha yang

berbentuk perseroan terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Bentuk badan usaha nasional dapat berupa badan hukum seperti : Perseroan

Terbatas (PT), Koperasi, ataupun bukan badan hukum seperti : CV, atau Firma.

Sedangkan badan usaha asing adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum

dan berdominisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan

dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi
2.5.1. Badan Usaha
Badan usaha baik selaku perencana konstruksi, pelaksana konstruksi,

maupun pengawas konstruksi dipersyaratkan memenuhi perizinan usaha di
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bidang konstruksi, dan memiliki sertifikat klasifikasi dan kualifikasi
perusahaan jasa konstruksi.

Perizinan usaha tersebut yang mempunyai fungsi publik dimaksudkan untuk
melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi.
Sedangkan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi
bertujuan untuk membentuk struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui
kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha jasa konstruksi.

Klasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan
badan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan
berdasarkan nilai pekerjaan, dan kualifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan
untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perseorangan
untuk melaksanakan berbagai sub pekerjaan.

Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat
keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja
di bidang jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian ygang
dilakukan badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas
tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui
kegiatan registrasi yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi.
Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang
diizinkan untuk bekerja di bidang jasa konstruksi.

Penyelenggaraan jasa berskala kecil pada dasarnya melibatkan pengguna
jasa dan penyedia jasa orang perseorangan atau usaha kecil. Untuk tertib
penyelenggaraan jasa konstruksi ketentuan yang menyangkut keteknikan
misalnya sertifikasi tenaga ahli harus tetap dipenuhi secara bertahap
tergantung kondisi setempat. Namun penerapan ketentuan perikatan dapat
disederhanakan dan permilihan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara

pemilihan langsung sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU No. 18/1999.

2.5.2. Orang Perseorangan

Mengenai persyaratan bagi orang perseorangan yang bekerja di bidang jasa
konstruksi diatur dalam Pasal 9 UU No. 18/1999 sebagai berikut :

a.

Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi.
Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus
memiliki sertifikat keahlian.

Pelaksana konstruksi.
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Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat
keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

c. Perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau pelaksana
konstruksi yang bekerja di badan usaha.
Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana
konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha
pelaksana harus memiliki sertifikat keahlian.

d. Tenaga kerja keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi.
Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada

pelaksana konstruksi harus memiliki keterampilan kerja dan keahlian kerja.

Standar klasifikasi dan kualifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja adalah
pengakuan tingkat keterampilan kerja dan keahlian kerja di bidang jasa
konstruksi ataupun yang bekerja orang perseorangan. Pengakuan tersebut
diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi
untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan
pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi :
klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya orang
perseorangan yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk
bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Standardisasi klasifikasi dan kualifikasi keterampilan dan keahlian kerja
bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja
dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk

mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional.

2.5.3. Tanggung Jawab Profesional
Badan usaha maupun orang perseorangan yang melakukan pekerjaan konstruksi
baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas harus bertanggung jawab
terhadap hasil pekerjaannya baik terhadap kasus kegagalan pekerjaan
konstruksi maupun terhadap kasus kegagalan bangunan.
Tanggung jawab profesional tersebut dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai
dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam

menjalankan profesinya dengan mengutamakan kepentingan umum.
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Bentuk sanksi yang dikenakan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab
tersebut dapat berupa : sanksi profesi, sanksi administratif, sanksi pidana, atau
ganti rugi.

Sanksi profesi tersebut berupa : peringatan tertulis, pencabutan keanggotaan
asosiasi, dan pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

Sanksi administratif tersebut berupa : peringatan tertulis, memasukkan dalam
daftar pembatasan/larangan kegiatan kegiatan, atau pencabutan sertifikat

keterampilan atau keahlian kerja.
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